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BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI GIANYAR 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 84 TAHUN 

2015 

TENTANG PERJALANAN DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GIANYAR, 

Menimbang  a. bahwa penyelenggaraan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintahan 

dan pembangunan perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan 

kepentingan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; 

 b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka 

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas 

perlu diharmonisasi; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas; 

Mengingat   Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang -Pembentukan Daerah- 

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 443 8); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5657); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan 

Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nornor 60); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 

     Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERRATURAN 

BUPATI GIANYAR NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN 

DINAS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 84) diubah sebagai 

berikut . 

1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 disisipkan I (satu) ayat yaitu ayat (4a), 

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasai 3 

(1)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten 

Gianyar, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke 

tempat kedudukan semula. 

(2) Perjalanan dinas jabatan terdiri dari: 

a. perjalanan dinas dalam daerah; 

b. perjalanan dinas luar daerah. 
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(3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 

a. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Gianyar; dan 

b. perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Gianyar dalam wilayah 

Provinsi Bali. 

(4) Perj alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 

a. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan 

b. perj alanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. 

(4a)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Bali dalam NKRI. 

(5) Perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan 

dalam hal . 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya; 

c. pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan/tempat tinggal 

dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan; 

d. ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas, atau proses seleksi (testing) di 

luar tempat kedudukan; 

e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri 

Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk 

yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat 

keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

f. diharuskan memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan/tempat 

berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera 

pada waktu/karena melaksanakan tugas; dan 

g. mengambil / menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah 

Pejabat Negara, Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meningal 

dunia dalam melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang 

terakhir ke kota tempat pernakaman. 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (l ) huruf a, huruf c, dan ayat (4) diubah, sehingga 

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 
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(l) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD adalah  

a. Bupati bagi : 

1. Bupati; 

2. Wakil Bupati; 

3. Sekretaris Daerah; 

4. Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Direktur 

RSU Sanjiwani; dan 

5. Para Kepala Kantor, Camat, Lurah, dan Perbekel. 

b. Ketua DPRD bagi: 

l. Pimpinan DPRD; 

2. Anggota DPRD; dan 

3. Sekretaris DPRD. 

c. Sekretaris Daerah bagi . 

1. Para Asisten Sekretaris Daerah; dan 

2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar. 

3. PNS di Luar Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, Orang 

Pribadi/Swasta yang menggunakan dana pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gianyar 

d. Asisten Sekretaris Daerah bagi Kepala Sub Bagian dan staf 

bawahannya; 

e. Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Direktur RSU 

Sanjiwani, Sekretaris DPRD, Camat, dan Lurah bagi pejabat Eselon III, 

IV,V pegawai bawahannya yang ada dilingkungannya masing -masing, 

serta orang pribadi/swasta dan PNS diluar SKPD tersebut yang 

melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten 

Gianyar yang menggunakan dana pada masing-masing SKPD. 

(2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka 

kewenangan memberikan SPT dan SPPD dilimpahkan kepada . 

a. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilimpahkan 

kepada Wakil Bupati Gianyar; 

b. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilimpahkan 

kepada salah satu Pimpinan DPRD • 
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c. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dilimpahkan 

kepada salah satu Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang 

koordinasinya; 

d. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilimpahkan 

kepada Kepala Bagian masing-masing; dan 

e. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e 

dilimpahkan kepada Sekretaris, Kasubag TU, salah satu Wakil Direktur, 

salah satu Kabag, Sekretaris Camat, atau Sekretaris Lurah pada 

Lingkungan Instansi masing-masing 

(3) SPT kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus 

mendapatkan pertimbangan dari Sekretaris DPRD. 

(4) Perjalanan Dinas Luar Daerah, kecuali yang menggunakan dana pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar, harus mendapat persetujuan  

a. Bupati atau Wakil Bupati bagi  

1. Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Camat, Lurah dan Perbekel; 

2. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian 

dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar; dan 

3. PNS atau pihak pribadi/swasta yang akan menggunakan dana 

pada Sekretariat Daerah kabupaten Gianyar. 

b. Asisten Administrasi Umum bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, 

Eselon V, Staf dan Orang Pribadi/ Swasta di luar huruf a yang 

menggunakan dana pada masing-masing SKPD. 

Pasał II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dałam Berita Daerah Kabupaten Gianyar. 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 1 Maret 

2016  

BUPATI GIANYAR, 
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ttd. 

A.A.GDE AGUNG BHARATA 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal I Maret 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, 

ttd. 

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA 

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


